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PUTUSAN
Nomor 520/Pdt.G/2024/MS.Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN
ACEH UTARA, ACEH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus
kepada Fadhlullah, S.H.l., Advokat pada Kantor Fadhlon &
Partners yang berkantor di Jl. Medan Banda Aceh-Desa Paya
Beurandang, Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, domisili
elektronik pada alamat email: fadlon.advokat@gmail.com,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024, yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
Nomor 632/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 31 Juli 2024, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

tempat kediaman di KABUPATEN ACEH UTARA, ACEH,

sebagai Tergugat;
Mahkamah Syar’iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 telah
mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi e-Court, yang
telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor
520/Pdt.G/2024/MS.Lsk, pada tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang
menikah pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/xx/V1/xxxx, Selasa Tertanggal 14 Juni 2011
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunuddon
Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah Penggugat digampong Matang Lada Kecamatan
Seunuddon Kabupaten Aceh Utara selama 2 (dua) tahun, dan kemudian
Penggugat dan Tergugat Pergi merantau ke Jakarta dan tinggal disana
selama 1 (satu) tahun 6 bulan, dan kemudian Penggugat dan Tergugat
pulang lagi ke Aceh dan tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 5
(lima) tahun, dan setelah itu Tergugat keluar dari rumah orang tua
Penggugat dan Pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN PIDIE,
ACEH, sampai sekarang sudah berjalan selama 4 (empat) tahun;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam
keadaan rukun, harmonis, dan bahagia selama 5 (lima) tahun, karena sejak
Pertengahan tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat
dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia,
sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak,yaitu :1). ANAK PENGGUGAT DAN
TERGUGAT, umur 12 tahun, jenis kelamin Laki-laki, sekarang berada

dalam asuhan Penggugat;
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5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat sering marah-marah dan mencaci maki Penggugat dengan
alasan tidak jelas;

- Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada
Penggugat;

- Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;

- Tergugat telah menceraikan Penggugat secara agama Islam;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak Pertengahan tahun 2020
antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat
keluar dari rumah Penggugat dan pulang kerumah sendiri, sekarang sudah
berjalan selama 4 (empat) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak
memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah
nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan
bagi kehidupan Penggugat,sehingga Penggugat berkeyakinan rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat
dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon cqg. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair:
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Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap
didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakil/l kuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang
ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa
Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat
kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan
dalil-dalilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk
mewakili Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa
kepada Fadhlullah, S.H.l., Advokat pada Kantor Fadhlon & Partners yang
berkantor di Jl. Medan Banda Aceh-Desa Paya Beurandang, Tanah Luas,
Kabupaten Aceh Utara, domisili elektronik pada alamat email:
fadlon.advokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni
2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
Nomor 632/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 31 Juli 2024, surat kuasa tersebut
menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan,
nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor
perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan
demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat
(1) RBg. jo SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima
kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. jis
Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan
Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/IIIf2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal
Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
089/KMA/VI1/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat
beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di
hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka
berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah
sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan masih
tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa
Hukum Penggugat secara formil telah memilki legal standing untuk bertindak
mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar
rukun kembali dan dapat membina lagi rumah tangganya dengan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat
(1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan proses mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok
perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili serta
kedudukan hukum para pihak (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya,
oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu
tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal
1446 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ranie Sayulina,
S.H.l.,, S.K.H., M.H. dan Riki Dermawan, S.H.l., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh Fauzan, S.H., M.H. sebagai Panitera, diluar hadirnya Penggugat/

Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Ranie Sayulina, S.H.l., S.K.H., M.H. Zulfikri, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Riki Dermawan, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fauzan, S.H., M.H.
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Perincian biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran ' Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama ' Rp 20.000,00

c. Redaksi ' Rp 10.000,00
2. Proses ' Rp 60.000,00
3. Panggilan ' Rp 417.000,00
4. Meterai ' Rp 10.000,00
Jumlah ' Rp 547.000,00

(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
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